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ABSTRAK

KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PENYALAHGUNAAN
WEWENANG PEJABAT NEGARA

Oleh :
Ema Pratika

Wewenang merupakan suatu kebijakan yang diberikan suatu pejabat ke
pejabat lainnya yang ditujukan untuk menjalankan pekerjaanya tidak sesuai
dengan kewenangannya yang dimiliki pejabat tersebut dengan kata lain pejabat
tersebut menyimpang dari wewenangnya. Penulisan ini difokuskan pada
Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang mengkaji permasalahan
mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dalam
Menyelesaikan Sengketa Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Negara dan faktor
penghambat Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dalam Menyelesaikan
Sengketa Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Negara. Penelitian yang digunakan
dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum Normatif-empiris yang
bersifat deskriptif. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah Undang-undang
Administrasi Pemerintahan (UUAP) telah merumuskan 3 (tiga) bentuk tindakan
larangan penyalahgunaan wewenang VYaitu: larangan melampaui wewenang,
larangan mencampuradukkan wewenang, dan larangan bertindak sewenang-
wenang. Dalam pasal 21 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan bahwa Pengadilan berwenang menerima, memeriksa,
dan memutuskan ada atau tidak unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan
oleh pejabat pemerintahan. Ada 2 (dua) jalur Penyelesain Sengketa Tata Usaha
Negara yaitu: melalui upaya Administratif dan melalui gugatan ke Pengadilan
Tata Usaha Negara.

Kata Kunci : Penyalahgunaan Wewenang, Administrasi, Pejabat Negara
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BAB |

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Hukum menormakan kekuasaan itu menjadi wewenang yang diatur dalam
peraturan  perundang-undangan supaya dapat ditentukan parameter
keabsahannya baik berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun asas-
asas umum pemerintahan yang baik. Kewenangan adalah kekuasaan yang diatur
melalui peraturan perundang-undangan. Wewenang adalah kekuasaan yang
dilembagakan (institutionalized power) berdasarkan norma hukum publik.
Menteri dalam pelaksanaan tugas dan wewenang serta kekuasaannya harus
selalu berpedoman kepada asas-asas umum pemerintahan yang baik merupakan
norma hukum tidak tertulis yang harus digunakan sebagai pedoman
bertindak/norma pemerintahan (bestuursnorm) dalam pelaksanaan wewenang
pemerintahan di samping kewajiban menteri/pejabat pemerintah untuk
mematuhi norma hukum. “Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan
kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan.

Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang.”?

Menurut Philipus M. Hadjon, terdapat tiga unsur utama penyalahgunaan

wewenang, yaitu:

!, W Riawan Tjandra, 2018, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Sinar Grafika, him 97



1. Met opzet (dengan sengaja)
2. Mengalihkan tujuan wewenang
3. Ada interes pribadi yang negatif
Penyalahgunaan wewenang terjadi karena kesengajaan bukan kealpaan
atau kelalaian, yaitu dengan sengaja mengalihkan tujuan wewenang sehingga
menyimpang dari tujuan diberikannya wewenang tersebut. Tindakan
mengalihkan tujuan wewenang tersebut dilandasi interes pribadi yang negatif,

misalnya untuk memperoleh keuntungan pribadi atau orang lain.

Penyalahgunaan wewenang (detournement de pouvoir atau abuse of
power) menunjuk pada motif yang menjadi dasar badan atau pejabat
pemerintahan ketikan membuat keputusan. Penyalahgunaan wewenang terjadi
jika badan atau pejabat pemerintahan tersebut menggunakan wewenangnya
untuk membuat keputusan untuk tujuan lain daripada tujuan diberikannya
wewenang untuk membuat keputusan tersebut. Tindakan penyalahgunaan
wewenang menjadi dasar bagi pengadilan untuk membatalkan keputusan, yaitu
ketika faktanya badan atau pejabat pemerintahan dengan sengaja menggunakan
wewenangnya  untuk tujuan selain dari tujuan diberikannya wewenang

tersebut.?

131

2, A’an Efendi dan Freddy Poernomo, 2017, Hukum Administrasi, Jakarta: Sinar Grafika, him



Menurut pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014,
kewenangan dimaknai sebagai kekuasaan Badan dan/ atau Pejabat
Pemerintahan atau penyelenggara Negara lainnya untuk bertindak dalam ranah
hukum publik. Wewenang Badan dan/atau Peajabat Pemerintahan dibatasi oleh:
a. masa atau tenggang waktu wewenang; b. wilayah atau daerah berlakunya

wewenang; c. cakupan bidang atau materi wewenang.

Sarana hukum Administrasi Negara diperlukan untuk memberikan
perlindungan hukum kepada masyarakat dari segala perbuatan administrasi
negara dan disamping itu pada dasarnya juga memberikan perlindungan hukum
bagi Administrasi Negara dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya.
Dengan kata lain Hukum Administrasi Negara memberikan batasan-batasan
keabsahan bagi perbuatan yang dilakukan oleh adminstrasi Negara dan
menjamin keadilan bagi masyarakat yang haknya dirugikan oleh perbuatan

administrasi Negara tersebut.

Melihat persoalan yang telah diuraikan diatas maka penulis tertarik untuk
melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul KEWENANGAN
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG DALAM
MENYELESAIKAN SENGKETA PENYALAHGUNAAN WEWENANG

PEJABAT NEGARA



Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka yang menjadi

permasalahan dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimanakah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang
dalam menyelesaikan sengketa penyalahgunaan wewenang pejabat

Negara?

2. Apakah faktor penghambat Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang
dalam menyelesaikan sengketa penyalahgunaan wewenang pejabat

Negara?

Ruang Lingkup dan Tujuan
C.1 Ruang Lingkup

Sejalan dengan permasalahan yang akan di teliti maka penulisan skripsi
ini akan dibatasi ruang lingkupnya, agar didalam menguraikan permasalahan
yang penulis bahas tidak terlalu luas sehingga pembahasannya akan menjadi
terarah. Penelitian ini akan difokuskan pada kewenangan Pengadilan Tata
Usaha Negara Palembang. Dimana lingkupnya akan membahas mengenai
Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dalam menyelesaikan
sengketa penyalahgunaan wewenang pejabat Negara dan faktor penghambat
Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dalam menyelesaikan sengketa

penyalahgunaan wewenang pejabat Negara.



C.2 Tujuan

Tujuan penulisan untuk mengetahui Kewenangan Pengadilan Tata Usaha
Negara Palembang dalam menyelesaikan sengketa penyalahgunaan wewenang
pejabat Negara dan faktor penghambat Pengadilan Tata Usaha Negara
Palembang dalam menyelesaikan sengketa penyalahgunaan wewenang pejabat

Negara.

Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah suatu hubungan atau antara konsep satu
terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konsep
ini gunanya untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar
tentang suatu topik yang akan dibahas. Kerangka ini didapatkan dari konsep
ilmu / teori yang dipakai sebagai landasan penelitian yang didapatkan pada
tinjauan pustaka atau kalau boleh dikatakan oleh penulis merupakan ringkasan

dari tinjauan pustaka yang dihubungkan dengan garis variable yang diteliti:

1. “Kewenangan : Apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang
berasal dari kekuasaan legislate (diberi oleh undang-undang) atau dari

kekuasaan eksekutif/ administratif.”?

3, Prajudi Atmosudirjo, 1988, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Ghalia Indonesia, him 78



2. “Pengadilan Tata Usaha Negara : Pengadilan tingkat pertama untuk
memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara bagi

rakyat pencari keadilan.”*

3. Sengketa : sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat antara dua pihak

atau lebih yang berselisih perkara dalam pengadilan.

4. Pejabat Negara : pejabat yang lingkungan kerjanya berada pada lembaga
Negara yang merupakan alat kelengkapan Negara beserta derivatifnya

berupa lembaga pendukung.

E. Metode Penelitian

1. Sifat dan Materi Penelitian

Untuk membahas permasalahan yang ada maka penelitian ini
menggunakan metode penelitian hukum Normatif-empiris, yang meliputi
penelitian tentang identifikasi hukum dan efektivitas hukum. Pada
umumnya penelitian bersifat deskriptif karena penulis menggambarkan

hasil data-data yang diperoleh di lapangan.

2. Sumber Data

4, Christine S. T. Kansil, 2003, Kitab Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, Jakarta:
Pradnya Paramita, him 8



Sumber data yang diperoleh penulis merupakan sumber data primer, yakni
data diperoleh secara langsung dari objek penelitian yang didapat dari
hasil wawancara.

Sedangkan sumber data sekunder meliputi :

a) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang
terdiri atas Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, Undang-
undang Nomor 30 Tahun 2014, Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004,

peraturan-peraturan, dan lain-lain.

b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan
penjelasan bahan hukum primer, seperti buku-buku tentang Hukum
Administrasi Negara, dan lain-lain. Selain buku hukum, penulis juga

mengambil bahan hukum sekunder dari hasil penelitian.

c) Bahan hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk
maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder,

seperti kamus hukum, jurnal, bulletin, dan internet.

Alat Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang bener dan tepat, penulis menggunakan
teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a) Metode Penelitian Kepustakaan



F.

Data kepustakaan yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang
bersumber dari ketentuan perundang-undangan, buku-buku, dokumen
resmi, dan hasil penelitian.

b) Metode Penelitian Lapangan
Data primer yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan secara

langsung terlibat dengan masyarakat.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan dan
diklarifikasikan, baru kemudian dianalisis secara kualitatif, yang artinya
menguraikan data secara bermutu dan dalam bentuk kalimat yang teratur,
sistematis, logis, dan efektif, sehingga memudahkan dalam interprestasi
data dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya hasil dari sumber data
kepustakaan tersebut dikontribusikan berupa kesimpulan dengan
menggunakan logika berpikir induktif, yakni penalaran yang berlaku

khusus pada masalah tertentu.

Sistematika Penulisan

BAB | : PENDAHULUAN

Bab ini meliputi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Ruang Lingkup dan
Tujuan, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, dan Sistematika

Penulisan.



BAB Il : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang kerangka teoritis dimulai dengan pengertian
Kewenangan, Sumber Kewenangan, Asas-asas umum Pemerintahan yang

Baik Usaha Negara, dan Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara

BAB |1l : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan isi pembahasan dari hasil penelitian yaitu tentang
Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dalam
menyelesaikan sengketa penyalahgunaan wewenang pejabat Negara dan
faktor penghambat Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dalam

menyelesaikan sengketa penyalahgunaan wewenang pejabat Negara.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari uraian-uraian yang dijabarkan dalam
skripsi ini, serta memberikan saran yang bersifat membangun bagi semua

kalangan.
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